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Rancangan Peraturan Gubernur tentang 

Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 54 

Tahun 2020 tentang Budaya Kerja 

 

Yth. 

Pj. Gubernur DKI Jakarta 

Di - 

         Tempat 

 
Menindaklanjuti surat dari Surat Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta 

Nomor e-0520/HK.01.03 tertanggal 29 Mei 2024 perihal Harmonisasi Rancangan Peraturan 

Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2020 tentang Budaya Kerja, 

bersama ini kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan 

Gubernur Nomor 54 Tahun 2020 tentang Budaya Kerja telah dilakukan pengharmonisasian, 

pembulatan, dan pemantapan kosepsi Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan. 

Sehubungan hal tersebut, maka Rancangan Peraturan Gubernur dimaksud di atas dapat 

ditindaklanjuti ke tahapan berikutnya. 

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak diucapkan terima kasih. 

 

Kepala Kantor Wilayah, 

 

 

 

 

R. Andika Dwi Prasetya 

NIP 196712171991031002 

 

Tembusan: 

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan 

2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan. 
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RANCANGAN 

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR… TAHUN… ….. 

TENTANG 
PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 54 TAHUN 2020 TENTANG 

BUDAYA KERJA 
 

PENCABUTAN 2 (DUA) PERATURAN GUBERNUR DI BIDANG KEPEGAWAIAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 54 

Tahun 2020 tentang Budaya Kerja telah diatur budaya 
kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;  

   Altrntv: 

        bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 
2023 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Surat Edaran 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi 
Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil 

Negara, telah diatur ketentuan mengenai Nilai Dasar 
Aparatur Sipil Negara dan Kode Etik sehingga peraturan 

gubernur nomor 54/2020 ttg budaya kerja dan pergub 
nomor 98 / 2021 ttg kode etik perlu di cabut, untuk 

selanjutnya penerapan kode etik diatur dalam Keputusan 
gubernur; 

  b. bahwa berdasarkan Pasal 4 tentang nilai dasar dan Pasal 
5 tentang kode etik dan kode perilaku Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

diperlukan keseragaman nilai-nilai dasar ASN, maka 
Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf 

a sudah tidak relevan dan perlu dicabut; 
  cb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan 
Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan 

Gubernur Nomor 54 Tahun 2020 tentang Budaya Kerja 
tentang pencabutan 2 pergub bidang Kepegawaian; 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang 

Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4744); 
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  2.  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 141); 

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 
  

MEMUTUSKAN 
 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN 
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 54 TAHUN 2020 TENTANG 
BUDAYA KERJA. 

 
 Pasal 1

Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2020 tentang Budaya 
Kerja (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

Tahun 2020 Nomor 72015), dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku.  
Altv: 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku: 
1. Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2020 tentang 

Budaya Kerja (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72015);dan 

2. Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kode 
Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara 
(Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

Tahun 2021 Nomor 21032). 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 
 Pasal 2

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pasal 2 dan 

pasal 3 Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2021 tentang 

Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara 

(Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

Tahun 2021 Nomor 21032), dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 

 

 Pasal 3
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 
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penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta. 

 

 Ditetapkan di 

pada tanggal 
 

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

 

 
 

HERU BUDI HARTONO 
 

Diundangkan di 
pada tanggal 
 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

 
 

 
JOKO AGUS SETYONO 

 

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
TAHUN         NOMOR 

 
 Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH 
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

 

 
 

SIGIT PRATAMA YUDHA 
NIP 197612062002121000 


